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BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS 
NOMOR 1 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2016 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, 

 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan 

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran    Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan  

Lembaran Negara Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 

Tambahan   Lembaran Negara 3688)   sebagaimana 

telah       diubah dengan Undang-Undang   Nomor 20 

Tahun 2000 tentang   Perubahan   Atas   Undang-

Undang    Nomor        21      Tahun 1997  tentang 

Bea  Perolehan Hak   atas   Tanah dan      Bangunan                                                                                      

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
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Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3988); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

   9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4090); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 
Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004  
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712);  

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 
tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4593); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 8  Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5165); 
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  23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

  24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor  

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 

2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2015; 

  29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-
4721 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat 

Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan 
Riau; 

  30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4); 
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  31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 
Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5); 

  32. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kepulauan Anambas Nomor 8); 

  33. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) Kabupaten Kepulauan Anambas 

Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kepulauan Anambas Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 10); 

  34. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 
Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11); 

  35. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 
2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 
Anambas Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 42); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

 
Menetapkan   :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN  BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2016 

 

 
Pasal 1 

 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 

sejumlah Rp979.664.088.982,00 dengan rincian sebagai berikut : 
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1. Pendapatan 

 a.  Pendapatan Asli Daerah Rp.  24.298.537.411,00 

b. Dana Perimbangan Rp.813.262.043.080,00 

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp.141.693.592.643,00 

Jumlah Pendapatan   Rp.979.254.173.134,00 

 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp.277.204.934.517,00 

2) Belanja Bunga Rp.                       0,00 

3) Belanja Subsidi Rp.                       0,00 

4) Belanja Hibah Rp.    7.826.450.000,00 

5) Belanja Bantuan Sosial Rp.    7.780.180.000,00 

6) Belanja Bagi Hasil Rp.                       0,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp.  80.753.876.217,00 

8) Belanja Tidak Terduga Rp.    1.000.000.000,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.374.565.440.734,00 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp.  69.166.986.301,00 

2) Belanja Barang Dan Jasa Rp.199.844.653.434,00 

3) Belanja Modal Rp.333.637.008.513,00 

Jumlah Belanja Langsung  Rp.602.648.648.248,00 

 Jumlah Belanja  Rp.977.214.088.982,00 

 Surplus/(Defisit)  Rp.    2.040.084.152,00 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan Rp.      409.915.848,00 

b. Pengeluaran Rp.   2.450.000.000,00 

 Jumlah Pembiayaan Netto (Rp.   2.040.084.152,00) 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan  Rp.                        0,00 

 
Pasal 2 

 
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 

lebih lanjut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.  
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Pasal 3 
 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 
lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 5 

 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 

dituangkan lebih anjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan 

kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 6 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kepulauan Anambas. 

 
Ditetapkan di Tarempa 
pada tanggal 11 Januari 2016 
 
Pj. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, 

 
dto 

 
 

EKO SUMBARYADI 
 
 
 
 

Diundangkan di Tarempa 
pada tanggal 11 Januari 2016 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, 

 
            dto 
 
RADJA TJELAK NUR DJALAL 

 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 213 


